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This research is motivated by the conditions in which a large number of poor people in Tasikmalaya district before and after the launch of the acceleration of poverty reduction policies over the last 3 years, it seems the policy objectives have not been achieved optimally. It is suspected that the accelerated implementation of poverty reduction policies have not been implemented effectively shown the poverty rate is still high, there was no accelerated decline in the poverty rate significantly and several other indicators.
This study focused on accelerating the implementation of poverty reduction policies in Tasikmalaya regency which has the character of rural poverty with the main object in the agricultural community, the research is done only in the group of programs that are within the scope of the cluster community empowerment. While the method of this study was conducted using a descriptive study with qualitative approach case study.
The survey results revealed that the implementation of the policy of accelerating poverty reduction in Tasikmalaya District in accordance focus of research related to the content and context of the policy as one of the factors in an effort to accelerate poverty reduction, strengthening institutions, improving welfare and employment and to increase public participation in decision-making, yet fully implemented.
Ineffective implementation of policies accelerating poverty reduction in Tasikmalaya district can be known to be caused by factors (a). Function Institutional Coordination Team Poverty Reduction (TKPK) does not run properly (b). Institutional Structure Coordination Team Poverty Reduction (TKPK) are not yet effective (c). Perception executive (SKPD) less precise on matters of poverty reduction (d). Support budget resources that are not optimal (e). Targeting activities that remain unclear (f). Perception of some beneficiaries towards poverty reduction programs initiated by the government (g). The involvement of the private sector in poverty reduction is not well coordinated.
Strategies that can be implemented by local governments to address the problem of accelerating the implementation of policies for more effective poverty reduction is (a). Core Strategy by strengthening the institutional (TKPK), Improving the planning documents, bridging planning and budgeting, issuing written policies on beneficiaries, involving regional (SKPD) in determining the goals and programs of action (b). Consequences Strategy (c) Customer Strategy (d) Control Strategy and (e) .Culture Strategy.







	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana jumlah masyarakat miskin yang besar di Kabupaten Tasikmalaya sebelum dan sesudah diluncurkannya kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan selama 3 tahun terakhir, nampaknya tujuan kebijakan tersebut belum tercapai secara optimal. Hal ini diduga bahwa implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan belum terlaksana dengan efektif yang ditunjukan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, tidak terjadi percepatan penurunan angka kemiskinan secara signifikan serta beberapa indikator lainnya.
Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki karakter kemiskinan perdesaan dengan objek utama pada masyarakat petanian, penelitian dilakukan hanya pada kelompok program yang berada dalam ruang lingkup klaster pemberdayaan masyarakat. Sedangkan metode penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus.
Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya sesuai fokus penelitian yang berhubungan dengan konten dan konteks kebijakan sebagai salah satu faktor dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan, memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Tidak efektifnya implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dapat diketahui disebabkan oleh faktor-faktor (a). Fungsi Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tidak berjalan sebagaimana mestinya (b). Struktur Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang belum efektif (c). Persepsi SKPD pelaksana yang kurang tepat terhadap urusan penanggulangan kemiskinan (d). Dukungan sumberdaya anggaran yang tidak optimal(e). Penentuan sasaran kegiatan yang belum jelas (f). Persepsi sebagian penerima manfaat terhadap program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah(g). Keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan belum terkoordinir dengan  baik.
Strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif adalah (a). Core Strategy dengan cara memperkuat kelembagaan TKPK, Menyempurnakan dokumen perencanaan, menjembatani perencanaan dan penganggaran, menerbitkan kebijakan tertulis tentang penerima manfaat, melibatkan SKPD kewilayahan dalam menentukan sasaran dan program aksi (b). Consequences Strategy (c) Customer Strategy (d) Control Strategy dan (e).Culture Strategy.







Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011 menurut hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)   mencapai 222.384 jiwa atau apabila dilihat proporsi masyarakat miskin terhadap jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 13,14 persen, pada tahun yang sama tingkat kemiskinan nasional berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah 12,49 persen, dengan demikian tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya lebih besar dibandingkan tingkat kemiskinan nasional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 mencatat angka kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 312.703 jiwa sebagai angka awal dari target angka kemiskinan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, angka tersebut bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan hasil data PPLS di atas termasuk proporsinya terhadap jumlah penduduk sebesar 18,5 persen jauh di atas angka kemiskinan nasional.
Pemenang Nobel, pendiri Grameen Bank, Muhammad Yunus (2012:65) mengatakan: “Poverty is not created by poor people. It is produced by our failure to create institutions to support human capabilities,” Dari pernyataan itu tersirat bahwa kemiskinan itu akibat kesalahan pembuat kebijakan dan keputusan dalam pembangunan negara yang tidak menyentuh kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan manusia. Kemiskinan merupakan buah dari salah urus dalam pengelolaan negara, dan tidak ada persoalan yang lebih besar selain kemiskinan. Dalam konteks penanggulangan, pemerintah seringkali memosisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Seharusnya, mereka dijadikan sebagai subjek, yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan. 
Komitmen konkrit dalam bentuk kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya diwujudkan selanjutnya dengan menerbitkannya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah kebijakan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat pada cluster pemberdayaan masyarakat .
Berdasarkan observasi pendahuluan peneliti, implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya pada kelompok program pemberdayaan masyarakat tersebut dirasakan belum efektif, hal itu diindikasikan dengan:
 Pertama, angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat besar:
a.	Pada Tahun 2014 realisasi proporsi angka kemiskinan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya adalah 11,57 persen dan menurut data yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan Maret 2014 untuk tingkat nasional menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada Tahun 2014 mencapai 28,28 juta orang atau proporsinya terhadap jumlah penduduk sekitar 11,25 persen, angka ini menunjukan bahwa pada tahun yang sama angka proporsi penduduk miskin Kabupaten Tasikmalaya masih di atas angka nasional, kondisi yang masih sama seperti pada tahun 2011.
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b.	Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) dan Tasik Dalam Angka (TDA) yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bekerjasama dengan BPS, diketahui bahwa realisasi jumlah penduduk miskin serta proporsi jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total dibandingkan dengan target RPJMD sudah tercapai. Namun secara relatif penurunan proporsi angka kemiskinan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebesar 1 (satu) persen setiap tahun yang ditetapkan pada RPJMD tidak tercapai, pada tahun 2012 hanya berhasil menurunkan angka penurunan kemiskinan sebesar 0.78 persen dari tahun 2011, berturut-turut tingkat penurunan angka kemiskinan adalah sebesar 0,76 persen untuk tahun 2013 terhadap tahun sebelumnya dan 0,03 persen tahun 2014 terhadap tahun sebelumnya. Asumsinya berarti bahwa tujuan akselerasi penanggulangan kemiskinan nampaknya tidak tercapai, bahwa ada harapan terjadi akselerasi penurunan angka kemiskinan yang signifikan hasil dari kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan relatif tidak terjadi.
c.	Berdasarkan hasil pendataan yang lain terdapat gejala jumlah penduduk miskin ini bahkan lebih banyak dibandingkan dengan data yang dilansir oleh pemerintah daerah dalam laporan keterangan pertanggungjawabannya, seperti halnya pada saat dilakukan pendataan penerima beras untuk masyarakat miskin “raskin”, bahkan terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin pada saat dilakukan pendataan untuk masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)
d.	Terdapat penambahan jumlah penduduk miskin yang tidak tercakup dalam proram Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dilansir oleh data Unit Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) Kabupaten Tasikmalaya sehingga logikanya telah menambah jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
Dari ketiga hal di atas didapatkan kesan bahwa implementasi kebijakan  percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kurang berhasil memberikan kontribusi terhadap akselerasi penurunan angka kemiskinan. Ikhtiar penanggulangan kemiskinan seharusnya berpengaruh pada upaya peningkatan kesejahteraan sehingga perlu upaya lebih keras yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kedua, kelompok program pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di dalam pelaksanaannya kurang berhasil dalam memacu tumbuhnya partisipasi masyarakat miskin dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, informasi ini diperoleh dalam rapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Tasikmalaya bersama para Camat se-Kabupaten Tasikmalaya dan para perwakilan kepala desa.  

Ketiga, tidak nampak terjadinya penguatan kapasitas birokrasi lokal dalam proses perencanaan pembangunan yang seharusnya menguat dan menjadi argumentasi dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat, hal ini terungkap pada hasil penelitian Bappeda Kabupaten Tasikmalaya mengenai dampak PNPM di 3 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.  
Berdasarkan indikator masalah spesifik di atas, pernyataan masalah  (problem statement) penelitian ini adalah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan belum efektif memberikan kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya yang diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan yang tidak efektif.
Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Tasikmalaya”
 
2.	Rumusan Masalah 
	Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya serta strategi apa yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan efektifitas kebijakan tersebut?
	Rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi tiga pertanyaan spesifik yaitu:
1. Bagaimana implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya ? 
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat implementasi kebijakan  percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya ? 
3. Strategi apa yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif?

3.	Kerangka Berpikir
Sebagai upaya mencapai tujuan negara Indonesia dilaksanakanlah berbagai kebijakan pembangunan dengan berbagai paradigma dan dilakukan pada berbagai level pemerintahan yang boleh jadi saling berhubungan dan terintegrasi, pada level Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah diterbitkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan berupa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Tasikmalaya.
Implementasi kebijakan mencakup serangkaian kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan negara. Dari kajian pustaka, penulis kemudian menetapkan teori implementasi kebijakan dari Grindle yang dianggap lebih sesuai dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan.  Grindle memandang bahwa implementasi kebijakan  dipengaruhi oleh (Content of Policy) yang mencakup Interest Affected, Type of Benefits, Extent of Change Envision, Site of Decision Making, Program Implementer, Resources Committed dan Lingkungan Implementasi (Context of Implementation) mencakup Power, Interest, and Strategy of Actor InvolveInstitution and Regime Characteristic dan Compliance and Responsiveness.
 Grindle (1980:6) mengemukakan:  
In general, the last of implementation into establish a link that allows the goals of public politics policies to be realized as outcomes of governmental activity. It involves, therefore, the creation of a “policy delivery system”, I which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends. Thus, public policies—board statements of goals, objectives, and means—are translated into action programs that aim to achieve the ends stated in the policy. It is apparent, then, that a variety of programs may be developed in response to the same policy goals. Action programs themselves may be disaggregated into more specific projects to be administered. The intent of action programs and individual projects is to cause a change in the policy environment, a change that can be considered an outcome of the program.

Model implementasi kebijakan Grindle (1980:9) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh Content dan Context kebijakan. Mengenai isi kebijakan, Grindle (1980:9) menyatakan:
Theodore Lowi has pointed out that the kind of policy being made will have considerable impact on the kind of political activity stimulated by the policymaking process. This observation can be applied with equal validity to the implementation process, encouraging consideration of the ‘implement ability’ of various programs. A distinction can also be made between programs providing collective benefits, which encourage categorical demand making, and those providing benefits that are divisible, which may mobilize more particularistic kinds of demands at the implementation stage.
  
Dalam konteks inilah isi kebijakan menjadi penting untuk menelaah ke mana arah implementasi kebijakan itu. Dalam perspektif ini, Grindle mengatakan: “The content of various policies also dictates the site of implementation.”  Lebih jauh Grindle (1980:10) berpendapat: 
Decision made during policy formulation may also indicate who is to be charged with executing various programs, and such decision can affect how the policy pursued. There may be, for example, differences in the capacity of various bureaucratic agencies to manage programs successfully. Some will have will enjoy greater support of political elites and have greater access to resources, and some will be more able to cope with the range of demands made upon them. In addition, the form in which policy goals themselves are stated may have a decided impact onimplementation. 

Karena itu, konteks kebijakan menjadi perhatian. Dalam hal konteks kebijakan ini, Grindle (1980:12) mengemukakan :
Clearly, then, the content of policy program and policies is an important factor in determining the outcome of implementation initiatives. But as many of the examples above indicate, and as is evident in Figure 1-1, policy or program content is often a critical factor because of the real or potential impact it may have on a given social, political, and economic setting. Therefore, it is necessary to consider the context or environment in which administrative action is pursued. We have conceived of implementation to be an going process of decision making involving a variety of actors. In the process of administering any given program, many actors are called upon to make choice about specific allocations of public resources and many others may attempt to influence decisions. A brief listing of those who might be involved in the implementation of any particular program would include national level planners; national, regional, and local politicians; economic elite group, especially at the local level; recipient groups; and bureaucratic implementers at middle and lower levels.

Grindle (1980:14) mengemukakan:
Related to this is a theme that emerges in a number of the case studies in this volume: the extent to which political regimens and administrative organizations have the power to implement policies they are committed to. At issue here be decentralized or, on the other hand, controlled from the political or bureaucratic center of the country
Konteks ini pertimbangannya menurut Grindle (1980:15):
This suggest that consideration of the context of administrative action also involves such variables as the structure of political institutions and the type of regime in which a policy or program is pursued. Matters of ideology, culture, political alliances and payoffs, and international events are other environmental influences that may also have considerable impact on the administrative process, moreover, programs are not implemented in isolation from other public policies; a program’s success may easily be affected by the priorities of political officials or the outcome of other programs.

Untuk dapat menjawab rumusan masalah mengenai strategi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat meningkatkan efektivitas kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan memahami konsep manajemen strategi khususnya pada ruang lingkup organisasi publik.
Nutt dan Backoff dalam Aime Heene,dkk (2014) telah memilah adanya delapan prosedur pendekatan terhadap manajemen strategik, yang kemudian dikelompokkan kembali berdasarkan pada fokus spesifikasinya. Dari beberapa pendekatan manajemen strategik menurut pandangan Nutt dan Backoff (1993) penulis memilih pendekatan analitis dalam manajemen strategis yang dijelaskan Aimee Heene, dkk (2014) bahwa :
..Pendekatan-pendekatan manajemen strategik yang lebih menekankan pada pendekatan analisis, akan lebih memfokuskan perhatiannya pada sisi permasalahan yang ada. Pendekatan-pendekatan seperti itu akan tertuju pada evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas utamanya yang terkait dengan barang dan jasa, dan bertujuan pula untuk mendapatkan titik-titik perbaikan maupun pengeliminasian di dalam organisasi. Dengan perkataan lain, dicari terlebih dahulu apa permasalahannya, lalu diambil langkah-langkah penanggulangannya…………………………

Kendala utama proses pencapaian tujuan pembangunan adalah berada pada organisasi publik itu sendiri. Sejalan dengan paradigma NPM, David Osborne dan Plastrik mengajukan lima strategi pokok yang dapat digunakan untuk memberdayakan organisasi publik terutama birokrasi. Lima strategi dasar sebagai pendongkrak utama perubahan dalam manajemen pelayanan publik di sektor publik : “1) strategi inti; 2) strategi konsekuensi; 3) strategi pelanggan; 4) strategi pengendalian; dan 5) strategi budaya”.
Dengan problem statement yang dikemukakan yaitu kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan ini belum efektif maka harus dicari faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut. Faktor-faktor penghambat tersebut ialah permasalahan yang dapat ditemukan sehingga dapat dicari bagaimana penanggulangannya 
Pencarian strategi yang dapat digunakan setelah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal baik berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dengan menggunakan bingkai keyakinan terhadap yang diungkapkan Osborne dan Plastrik maka penulis menggunakan Five Cores Strategy yakni Core strategy, Consequences strategy, Costumer strategy, Control strategy dan Culture strategy, untuk melihat strategi yang telah dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya dicari titik lemahnya yang akan dijadikan strategi baru untuk dapat meningkatkan implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya. 
Parameter efektivitas kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya yaitu:
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja
2.	Menurunkan angka kemiskinan












Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti implementasi kebijakan  percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus.
Dengan Teknik Pengumpulan Data melalui Studi Kepustakaan, Wawancara Mendalam, Observasi Lapangan serta FGD dan Triangulasi.

5.	Analisis dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya

Interest affected
Pemerintah daerah menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan dengan berbagai kebijakan adalah tanggung jawabnya, dengan kata lain pemerintah daerah memiliki kepentingan terhadap kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan kelompok program pemberdayaan masyarakat ini. 
TKPK sebagai pelaksana kebijakan telah berupaya melaksanakan tugasnya dengan maksimal karena merupakan kepentingan besarnya, namun belum dirumuskan secara lebih mendalam rumusan kebijakan terkait kepentingan kelompok program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.
SKPD pelaksana program yang juga adalah anggota TKPK belum sepenuhnya menggunakan RTS dalam program aksi penanggulangan kemiskinan, hal ini adalah bentuk tidak terwujudnya komitmen untuk menjadikan RTS sebagai sasaran intervensi kegiatan setiap SKPD, hal ini disebabkan salah satunya adalah kurangnya sosialisasi data RTS kepada SKPD yang mengelola kegiatan.
SKPD sebagai pelaksana program aksi memiliki persepsi bahwa penanggulangan kemiskinan adalah bukan urusannya karena tidak tercantum secara administrasi dalam tugas pokok dan fungsi maupun dalam dokumen pertanggungjawabannya dan menganggap penanggulangan kemiskinan adalah tugas tambahan yang tidak bersifat wajib, namun demikian tidak berarti urusan penanggulangan kemiskinan ini terbengkalai. 
Secara administratif SKPD hanya mengerjakan urusan yang diembannya sehingga kepentingan terhadap kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan tidak mendapat tempat secara administratif dalam akuntabilitas kinerjanya.
Dalam melaksanakan kepentingannya TKPK melaksanakan fungsi koordinasi dan pengendalian namun keduanya mendapatkan kendala. Dalam fungsi koordinasi pimpinan SKPD seringkali tidak dapat hadir dalam rapat-rapat koordinasi ataupun rapat kerja dan evaluasi, untuk melaksanakan fungsi pengendalian masih terkendala oleh batasan kewenangan dan aturan sehingga untuk bisa masuk terlalu jauh kepada pelaksana kegiatan juga tidak bisa dilakukan.

Type of Benefits
Dukungan alokasi anggaran untuk urusan pertanian dianggap belum signifikan besarannya, Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan PUAP di Dinas Pertanian jelas tidak hanya secara kuantitatif ingin berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan tetapi juga mengungkit prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu partisipasi dan penguatan masyarakat petani seperti peningkatan kemampuan pelaku usaha peningkatan fungsi kelembagaan pertanian serta berkembangnya gabungan kelompok usaha tani.
Tipe manfaat inilah yang mungkin lebih sulit diwujudkan dan membutuhkan tahapan yang panjang untuk mewujudkannya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya sektor pertanian ini membutuhkan kesadaran dan sekaligus keterampilan untuk dapat bergerak di sektor pertanian yang lebih produktif dan menggunakan rekayasa genetika dan pemanfaatan teknologi lainnya.
	Program aksi berorientasi pada output kegiatan dan penerima manfaat seringkali itu-itu saja karena SKPD harus mempertanggungjawabkan kegiatan  secara administratif terutama mengenai keuangannya sehingga merasa aman apabila masyarakat penerima itu adalah yang biasa melaksanakannya dengan dan tidak berani untuk coba-coba dan memilih jalan yang paling aman.
Program dan kegiatan yang muncul pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap tahun dan kemudian menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkadang pembahasan calon penerima manfaatnya muncul setelah adanya kegiatan, dengan begitu maka mencari calon penerima menjadi tahapan belakangan setelah adanya kegiatan dan disisi waktu seringkali dikejar target karena harus muncul dalam APBD.
Dari konteks tipe manfaat, maka disini nampak bahwa manfaat yang diberikan bersifat “generic” dan “template”, yaitu membuat kegiatan dengan output tertentu lalu diberikan kepada penerima yang secara administratif memenuhi syarat namun apabila diteliti lebih lanjut terkadang bahwa masih ada output yang lain yang sangat diharapkan manfaatnya dibandingkan dengan output yang diberikan oleh pemerintah. 

Extent of Change Envision 
	Target  penanggulangan kemiskinan secara makro tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah menurunkan angka kemiskinan dengan target penurunan 1 persen setiap tahunnya, 
Target yang muncul pada indicator RPJMD tidak menitikberatkan pada sasaran masyarakat miskin dan bagaimana melaksanakan prinsip dan tujuan pemberdayaan yakni menyadarkan masyarakat, menguatkan masyarakat dan memampukan masyarakat miskin.
Rencana strategis (Renstra) SKPD tidak memuat target dengan skala yang jelas derajat perubahan yang harus dicapai dalam konteks penanggulangan kemiskinan, target yang jelas ada adalah dalam konteks penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya.
Data penetapan RTS sebagai target sasaran yang adalah hasil dari pendataan PPLS Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) faktanya di lapangan sudah banyak berkembang dan dipandang tidak sempurna, namun yang dirujuk untuk digunakan adalah data tersebut bagaimanapun keadaannya.
Penerima manfaat ternyata tidak disiapkan terlebih dahulu sehingga tidak memiliki kemampuan/keterampilan.
Terdapat gangguan yang terjadi dalam penentuan dan pencapaian target akibat dari dampak negatif dari bantuan langsung tunai yang mengakibatkan masyarakat tidak peduli pada program pemerintahan.

Site of Decision Making 
Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada cluster pemberdayaan masyarakat itu mayoritas adalah program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan, direplikasi, didanai bersama oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 
Pengambilan kebijakan untuk membuat program secara spesifik yang tentunya didukung dengan anggaran dari APBD kewenangannya pada aspek perencanaan yang bersifat teknis berada pada posisi kepala SKPD, pada pendekatan perencanaan yang bersifat politis ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah.  
Pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada cluster pemberdayaan masyarakat dilakukan pada TKPK, yang ketua TKPK adalah Wakil Bupati dan penanggungjawabnya adalah Bupati. Posisi ketua TKPK dalam struktur pemerintahan bukanlah pucuk pimpinan yang dapat mengambil kebijakan secara langsung.
	Dalam menentukan keputusan siapa yang menjadi sasaran kegiatan ini kewenangannya terletak pada kepala SKPD pelaksana kegiatan.
Diketahui bahwa belum ada kebijakan tertulis dari pengambil kebijakan bagaimana caranya menentukan sasaran kebijakan menanggulangi kemiskinan.

Program Implementer
	Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2012 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya ditemukan tugas dan fungsi TKPK namun tidak adanya rincian tugas dan fungsi secara rinci unsur-unsur TKPK ini membuat kurang jelasnya batasan mengenai tugas dan fungsi terutama pada kelompok kerja yang dibentuk termasuk dalam hal ini kelompok kerja yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, sejauh mana tugasnya dan bagaimana kewenangannya serta bagaimana hubungan kerja antara satu dengan yang lainnya itu tidak diatur secara jelas.
Seringkali urusan penanggulangan kemiskinan dianggap menjadi tidak jelas merupakan urusan siapa karena tidak tercantum dengan jelas tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, meski demikian penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bersama tetapi belum dirunut dengan jelas sejauh mana kewajiban SKPD untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari urusannya juga.
Dilihat dari pendidikannya, pada SKPD teknis pelaksana urusan nampak bahwa secara umum  tingkat pendidikan cukup baik. Pada tatanan kerja, nampak masih ada yang perlu dibenahi serta disempurnakan oleh para implementor program ini sehingga ditemukan adanya ketidakmerataan titik sasaran dan pada sisi lain ada juga titik yang memerlukan perhatian tetapi tidak pernah tersentuh.
Tidak berjalannya unsur koordinasi dengan baik, maka disinilah tugas dari TKPK yakni melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan antar SKPD yang juga adalah anggotanya.
Urgensi untuk mengurai dengan jelas siapa implementor program meluas kepada siapa yang melakukan fasilitasi terhadap masyarakat miskin.
	Di sisi lain implementor program juga pada faktanya ada keterlibatan kecamatan dan desa dalam pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan, namun belum diurai peran dari SKPD kewilayahan tersebut. Begitupun dengan dukungan anggaran kepada SKPD kewilayahan (kecamatan) terkait dengan perannya dalam penanggulangan kemiskinan belum dilakukan, pada pemerintahan desa meskipun variabel kemiskinan menjadi salah satu perhitungan dalam formula pemberian dana desa dan alokasi dana desa sebagai sumber anggaran yang berasal dari dana transfer kabupaten tetapi secara khsusus earmarking terhadap penanggulangan kemiskinan itu belum dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Resources Committed
Sumberdaya manusia yang dimiliki SKPD secara kuantitas dianggap telah mencukupi yang mengalami kekurangan adalah jumlah penyuluh serta bentuk kelembagaan penyuluh yang seharusnya dapat dibentuk dalam kantor penyuluh tersendiri serta kesejahteraan tenaga penyuluh.
Sumberdaya peralatan/asset yang tersedia telah cukup untuk menunjang pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan sedang Sumberdaya lain yang dirasakan tidak cukup mendukung adalah aspek anggaran. 

Power, Interest, and Strategy of Actor Involved
Kegiatan penanggulangan kemiskinan didukung oleh besaran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang secara normatif adalah produk bersama pemerintah daerah bersama DPRD dalam bentuk peraturan daerah.
Terdapat tahapan kritis tarik menarik kepentingan antara pemerintah dengan DPRD yang memiliki basis konstituen yang berbeda baik daerah pemilihan maupun “pasar” pemilih mereka para anggota DPRD. Tarik menarik kepentingan terjadi pada menu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dipilih dalam mengejawantahkan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pada siapa sasarannya.

Institution and Regime Characteristic
	TKPK sebagai pelaksana implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan pada satu sisi membutuhkan kewenangan yang kuat dan di sisi lain membutuhkan proteksi dari kepentingan politis yang mungkin tidak sejalan dengan strategi yang akan dilaksanakan.
	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat ternyata di lapangan mendapatkan hambatan bahkan dari masyarakat lingkungannya yang justru merupakan dampak dari program penanggulangan kemiskinan lainnya yang bersifat perlindungan sosial seperti pemberian bantuan langsung tunai.
Sasaran penerima manfaat memiliki keengganan untuk berpartisipasi dalam program yang digulirkan pemerintah karena ketidaksetujuannya kepada pemerintah yang memberi bantuan kepada penerima lain yang menurutnya mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan langsung tunai yang manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima manfaat. 

Compliance and Responsiveness
Kurangnya respon dari pimpinan SKPD telah menunjukkan tingkat kekurangpatuhan dari para pelaksana kebijakan dengan ketidakhadirannya pada rapat-rapat penting. 
Ditemukan ketidakpatuhan dari penerima manfaat yang menganggap bantuan pemerintah itu tidak jelas akuntabilitasnya sehingga manfaat seringkali terbuang percuma.
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menekankan kepatuhan dengan pendekatan akuntabilitas administratif terkadang melahirkan dua hal yang berbeda, di satu sisi akuntabilitas keuangan dan laporan baik tetapi di sisi lain nilai dampak dan manfaatnya masih kurang diharapkan. 

6.	Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Implementasi  Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.

Tidak efektifnya implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dapat diketahui disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
a.	Fungsi Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Lembaga TKPK yang dimaksudkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ternyata masih menyisakan beberapa hal yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakannya, hal itu diantaranya adalah peningkatan peran TKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan masih rendah.

b.	Struktur Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang belum efektif.
Lembaga TKPK yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang posisi ketua TKPK dijabat oleh wakil bupati. Meskipun kondisi ini tidak menghambat secara langsung implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan namun akan dipandang lebih kuat apabila posisi ketua dijabat oleh pejabat karier tertinggi yang memiliki posisi strategis dalam perencanaan dan penganggaran.

c.	Persepsi SKPD pelaksana yang kurang tepat terhadap urusan penanggulangan kemiskinan   
SKPD pelaksana kelompok program pemberdayaan masyarakat belum menyadari sepenuhnya bahwa SKPD adalah merupakan bagian dari TKPK, sehingga tugas dan fungsi TKPK hanya dianggap sebagai tugas tambahan meskipun menjadi prioritas pertama yang tertuang dalam isu strategis dokumen perencanaan.

d.	Dukungan sumberdaya anggaran yang tidak optimal
Penganggaran dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya berpihak kepada penanggulangan kemiskinan, dari data pada bagian terdahulu di atas nampak bahwa alokasi anggaran yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan ini masih sangat rendah, apalagi yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.

e.	Penentuan sasaran kegiatan yang belum jelas
Kurang optimalnya pemanfaatan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai sasaran program aksi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan oleh SKPD pelaksana menjadi penghambat efektivitas implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan.

f.	Persepsi sebagian penerima manfaat terhadap program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah 
Implementasi program aksi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang seharusnya membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat ternyata di lapangan mendapatkan hambatan bahkan dari masyarakat lingkungannya yang justru merupakan dampak dari program penanggulangan kemiskinan lainnya yang bersifat perlindungan sosial seperti pemberian bantuan langsung tunai.
g.	Keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan belum terkoordinir dengan  baik
Potensi dunia swasta yang meskipun lembaga yang berorientasi pada keuntungan (profit) namun memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR sebagaimana tuntutan undang-undang belum dapat dikoordinasikan dengan baik, padahal dari unsur potensi dana yang dimiliki ini cukup besar apabila dapat dikoordinasikan pemanfatannya dengan baik. Begitu juga dengan peran lembaga perguruan tinggi yang belum dapat dikoordinasikan dengan baik, semestinya potensi yang dimiliki oleh perguruan tinggi dapat dikoordinasikan dan diarahkan untuk implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan.

7.	Strategi Yang Telah Dilaksanakan Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Permasalahan Implementasi Kebijakan PercepatanPenanggulangan Kemiskinanagar lebih efektif

Strategi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif adalah:
a.	Core Strategy
Core Strategi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu membentuk kelembagaan TKPK, sosialisasi, rapat koordinasi, melaksanakan studi komparasi ke daerah lain, pendanaan  penunjang kegiatan TKPK dalam bentuk operasional sekretariat TKPK setiap tahun.

b.	Consequences Strategy
Consequences Strategy yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya  dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang pada awal terbitnya kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan pembangunan infrastruktur tersebut diarahkan ke daerah-daerah di lingkup kecamatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sepuluh terendah dari tiga puluh sembilan kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya namun kebijakan itu kemudian tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dilakukan pula bantuan sosial bidang pendidikan dan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

c.	Customer Strategy
Customer strategy telah dilakukan dengan berupaya menjamin ketersediaan prasarana dan sarana dasar perdesaan yang dapat memuaskan warga dengan terus menggulirkan dana bagi pelayanan dasar, memberikan bentuk bantuan keuangan kepada desa, membentuk Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) sebagai bagian dari TKPK, upaya kemudahan pelayanan administrasi dan teknis seringkali dibantu oleh aparatur SKPD kewilayahan atau pemerintahan setempat/desa.
 
d.	Control Strategy
Control Strategy yang telah dilaksanakan adalah disediakannya mekanisme rapat koordinasi serta pimpinan memberikan arahan pada saat rapat koordinasi TKPK.

e.	Culture Strategy
Upaya penyadaran bersama stakeholders penanggulangan kemiskinan dengan bentuk arahan-arahan yang diberikan oleh unsur pimpinan, arahan-arahan untuk dapat taat hukum dan disiplin yang dilakukan oleh penyuluh atau aparatur lain yang bertugas, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan IPTEK setidaknya telah dilakukan oleh TKPK meskipun sebatas penyusunan data Rumah Tangga Sasaran.

8.	Uraian Kritis Terhadap Teori Yang Dipergunakan Berdasarkan Hasil Penelitian.
Pada konten kebijakan terdapat aspek yang belum disebut Grindle secara spesifik namun dalam penelitian ditemukan pengaruhnya adalah aspek kewenangan (authority) untuk melaksanakan suatu urusan yang dalam hasil penelitian ternyata bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kewenangan bersama baik pada tingkatan pusat maupun daerah, serta dalam internal pemerintah daerah juga menjadi urusan bersama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah namun secara administratif tidak diturunkan dalam bentuk spesifik dalam akuntabilitas administratifnya sebagai urusan yang harus dilaksanakan oleh SKPD sebagai organisasi perangkat daerah dengan target tertentu. Asumsi bahwa dengan menjadi urusan bersama maka penanggulangan kemiskinan akan dapat lebih cepat diselesaikan namun pada faktanya hal ini terkadang menjadi penghambat yang harus diperhatikan karena tidak muncul dalam bentuk akuntabilitas secara administratif sehingga melahirkan persepsi bahwa bukan merupakan urusan organisasinya sehingga mempengaruhi implementasi kebijakan yang harus dijalankan. Di sisi lain Culture juga mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan tersebut. 













a.	Implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan pada cluster pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan konten dan konteks kebijakan  belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
b.	Tidak efektifnya implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dapat diketahui disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
	Fungsi Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tidak berjalan sebagaimana mestinya.
	Struktur Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang belum efektif.
	Persepsi SKPD pelaksana yang kurang tepat terhadap urusan penanggulangan kemiskinan   
	Penentuan sasaran kegiatan yang belum jelas
	Persepsi sebagian penerima manfaat terhadap program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah yang menganggap bahwa program-program pemerintah adalah bantuan cuma-cuma/tidak perlu akuntabilitas, serta terdapat sikap apatis masyarakat dalam pembangunan yang merupakan dampak dari program penanggulangan kemiskinan lainnya yang bersifat perlindungan sosial seperti pemberian bantuan langsung tunai. 
	Keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan belum terkoordinir dengan  baik





Saran akademik dalam penelitian ini terdiri dari:
1.	Diperlukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dengan sejumlah pendekatan multidisipliner.
2.	Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan pada kelompok program yang lain diluar kelompok program pemberdayaan masyarakat.

b.	Saran Praktis
Saran praktis penelitian ini terdiri dari strategi yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:
Core Strategy
1)	Memperkuat kelembagaan TKPK
	melakukan revisi terhadap struktur TKPK, dengan titik strategisnya adalah menempatkan Sekretaris Daerah sebagai ketua TKPK sebagai pejabat birokrasi tertinggi yang memilki posisi strategis dalam perencanaan dan penganggaran:
	Memperjelas secara detail rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dan kelompok kerja yang ada termasuk kelompok program pemberdayaan masyarakat 
	Memberikan kewenangan baik melekat pada TKPK maupun menjadi kebijakan kepala daerah untuk dapat memberikan reward dan punishment sebagai bentuk tindak lanjut dari pengendalian program aksi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan.
2)	Menyempurnakan dokumen perencanaan 
	Menyusun target dengan jelas dan terukur secara detail terkait kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya kelompok program pemberdayaan masyarakat yang harus tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik revisi RPJMD ataupun untuk RPJMD periode berikutnya (2016-2021), pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan sebagai turunan dari RPJMD tersebut yang memuat target tahun berkenaan.
	Derivasi dari dokumen perencanaan di ataspun harus konsisiten menuangkan skala yang jelas dalam target percepatan penanggulangan kemiskinan dengan menuangkannya pada Renstra SKPD maupun turunan tahunan dalam bentuk rencana kerja SKPD.  
3)	Menjembatani perencanaan dan penganggaran 
Adanya kebijakan pagu indikatif khusus untuk program aksi kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan besaran dihitung berdasarkan prosentase dari total APBD Kabupaten Tasikmalaya dan atau dari total alokasi belanja langsung yang dilaksanakan per tahun anggaran. Semangatnya adalah memastikan ketersediaan anggaran bagi program aksi percepatan penanggulangan kemiskinan.
4)	Menerbitkan kebijakan tertulis tentang penerima manfaat
5)	Melibatkan SKPD kewilayahan dalam menentukan sasaran dan program aksi

Consequences Strategy
Permasalahan yang bisa didorong oleh consequences strategy untuk bisa mengefektifkan implementasi kebijakan ini adalah kinerja atau fungsi dari pelaksana kebijakan yaitu TKPK, SKPD pelaksana kegiatan serta pihak swasta dan perguruan tinggi, mengembangkan pendekatan pemenuhan kesejahteraan pegawai pelaksana kegiatan serta mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dasar sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan kondisi fisik dan sosial budaya yang kondusif bagi perkembangan sektor-sektor pembangunan dalam rangka penciptaan iklim bagi masyarakat miskin sekaligus memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).

Customer Strategy
	Menggeser akuntabilitas dari perangkat lunak pertanggungjawaban ke pimpinan menuju kepada akuntabilitas kepada masyarakat miskin yang kita layani dapat dibentuk dengan melakukan survey kepuasan masyarakat miskin
	Menggeser keterlibatan masyarakat miskin dari objek pelaku pembangunan menjadi subjek pelaku pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi
	Pemberian kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat miskin sasaran pemberdayaan masyarakat

Control Strategy
Control Strategy dapat dilakukan dengan menggeser bentuk pengendalian yang digunakan dari aturan yang rinci serta komando hierarkis ke misi bersama dari sistem yang menciptakan akuntabilitas kinerja serta memberdayakan pegawai-pegawai dengan mendorong wewenang pengambilan keputusan pada tingkatan tertentu 

Culture Strategy
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Action Programs and Individual Projects Designed and Funded









	Extent Of Change Envisioned






	Power, Interests, and Strategies of actors involved






a.	Impact on society, individuals, and groups

b.	Change and its acceptance
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